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ABSTRACT

This research was infended fo compute the implementation index of local financial management
policy before the release of Permendagri No.13/2006. The object of research was six Cities (local
governments) in Central Java, The resarch me!iod was conducted by identifying items of governmant
financial repor! and arranged such items into an index (o analyse the implementation of lacal financial
management among the Cities. Findings of this research showed that based on the implernentation
index, the local financial management policies of the siy Cities were poor However this research
revelead that the implementation index of focal financial management was betler for Semarang City
than ather Cities in Cenlfral Java..

Keywords * localfinancial management policy, local gabernment, Central Java, government financial
report, implementation index, Permendagri No, 13/20086.

PENDAHULUAN

Otonom| daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan
pembangunan dan pemerintahan d| daerah, di mana Pemerintah Dasrah (Pemda) memiliki otonomi
yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomis daerah secara mandiri dan bertangguna
|awab, yang hasiinya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.
Transformasi paradigma dalam hal ini terletak pada aspek akuntabllitas Pemda dalam rangka mengelola
sumber-sumber ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas vertikal (kepada Pemerintah Atasan)
menjadi akuntabilitas horisontal (kepada masyarakat di daerah). Perubahan inl menuntut mekanisme
akuntabilitas dan manajemen Pemda kepada masyarakat di dasrah selaku pemberi mandat yang dalam
pelaksanaannya diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Terbitnya paket undang-undang dibidang pengelolaan keuangan negara mendasari terbitnya
PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
{(Permendagri) Momor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengslolaan Keuangan Daerah. PP Nomor
58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, merupakan penyempurnaan PP Nomor 105
Tahun 2000 dan Kepmendagr Nomor 29 Tahun 2002.

Di era sebelurn reformasl, pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah daerah belum
sepenuhnya mengarah kepada kepentingan publik. Sistem perencanaan kevangan daerah dilakukan
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sangat sentralistik karena peran Pemerintah Pusat sangat dominan. antara lain: Rewenangan daerah
terbatas, kepentingan Pemerintah Pusat |ebih didahulukan daripada kepentingan daerah. Hal ini
menimbulkan permasalahan di daerah, misalnya adanya proyek-proyek pembangunan yang tidak
dimanfaatkan oleh masyarakat karena secara ekonomis proyek tersebut tidak dibutuhkan oleh
masyarakat setempat. Dengan keterbatasan kewenangan daerah, khususnya dalam rangka
penyelenggaraan keuangan daerah, menyebabkan kurangnya kreatifitas daerah dalam menggali potensi
keuangan daerahnya, dan mengakibatkan ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat sangat
tinga.

Berdasarkan peraturan baru tersebut di atas, daerah diberi WeWenang dan tanggung jawab
yang besar untuk mengelola sumber-sumber keuangan demi kemakmuran rakyat di dasrahnya.
Desentralisasi tersebut, dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan
pengelolaan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik, Pelimpahan tanggung
jawab tersebut terutama menyangkut kebijakan dalam proses perencanaan, pendanaan, dan pelimpanan
manajemen fungsi-fungsi pemerintahan darl Pemerintah Pusat kepada aparatdi daerah, bahkan sampai
ke hirarki yang lebih rendah.

Studi ini dilakukan untuk menghitung dan mengkali indeks implementasi kebijakan pengelolaan
Keuangan daerah pada Pemda Kota di Jawa tengah sebelum dikeluarkannya Permendaari Nomor 13
Tahun 2006. Manfaat yang diharapkan dari penglitian ini yaitu: {a) secara ekonomis, penelitian ini
mengembangkan kesimpulan-kesimpulan iimiah yang bernilal ekoniomis dan empiris. Hasii penelitian
yang berupa rekomendasi kebijakan terhadap pedoman pengelolaan keuangan daerah untuk melakukan
penyempurnaan terhadap kebijakan yang sudah ada selama Ini, Bagi lembaga yang terlibat dalam
pembuatan standar akuntansi pemerintahan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbmbangan
dalam menyempurnakan Standar Akuntansi Pemerintahan, (b) secara keilmuan, peneliti dapat memberi
masukan bagi dunia pendidikan untuk mengkaji lebih jauh mengenai pengelolaan keuanpan daerah,
knususnya akuntansi pemarintahan,

Berdasarkan uraian pada pendahuluan, tujuan penelitian Ini adalah untuk mengkaji: (1)
Implementasi kebijakan pengelolaan keuangan pada Pemda Kotz di Jawa Tengah, i2) Indeks
implementasi pengelolaan keuangan daerah sebelum Permendagr Nomor 13 Tahun 2006 pada Pemda
Kota di Jawa Tengah

TELAAH LITERATUR

Teori yang mendasari penelitian ini adalah Agency Theory yang mengadopsi pendapat Jensen
dan Meckling (1976) dan Scott(2003). Mengadops! uraian pada teori agency, maka dapat di gambarkan
bahwa hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagal hubungan keagenan, yaitu
hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat {sebagai principal) yang
menggunakan pemerintah (sebagai agent) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat,
Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, rakyat meialui legisiatit mendelegasikan
otoritas pembuatan keputusan kepada pemerintah, sedangkan pemerintah setuju untuk bertindak
atas wewenang rakyat,

Masalah keagenan (agency problern) muncul ketika rakyat yang diwakill legislatit kesuiitan
utnuk memastikan bahwa pemerintah bertindak untuk memaksimurmkan kesejahteraan rakyal. Selain
konflik kepentingan, antara rakyat dan pemerintah Juga terjadi asimetri informasi (information
asymmelries), Kontlik tersebut mendorong pemerintan sebagal pemegang mandat dari rakyat untuk
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melakukan perilaku yang tidak semestinya (dysfunctional behavior), Untuk mengasawi perilaku
pemenntah serta menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah, rakyat mewajibkan pemerintah untuk
mempertangaungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah melalui
mekanisme pepengelolaan keuangan dasrah secara periodik. Melalui pengelolaan keuangan daerah
yang merupakan tanggung jawab pemerintah, rakyat melaiul legislatit dapat mengukur, menilai sekaligus
mengawasi kineria pemerintah, sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan
kesejahieraan rakyat

implementasi pangelolaan keuangan daerah yang bercrientasi pada kinerja (performance)
merupakan syarat implementasi konsep value for money. Konsep Kinerja penting bagi pemerintan
dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagal dasar pelaksanaan public
gccountability, Pengelolzan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menuntut adanya
desentralisasi. Desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan desentralisasi administratif,
yaitu pendelegasian wewenang pelaksanaan sampai kepada tingkat hirarki yang paling rendah. Dalam
nal ini, PPKD diberi wewenang dalam batas-batas yang telah ditetapkan dalam sistem pengelolaan
keuangan daerah, namun mereka memiliki elemen kebijaksanaan dan kekuasaan serta tanggung jawab
tertentu dalam nal sifat dan hakekat |asa dan pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya (Coralie
1987

Dengan damikian, dapat dikatakan bahwa desentralisasi pengelolaan keuangan daerah
meningkatkan peran manajerial pimpinan Pemda. Peran manajerial pimpinan Pemda memungkinkan
tercapainya kinerja dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektil. Peran
menunjukkan partisipasi seseorang dalam mencapai tujuan organisas!. Peran manajerial memungkinkan
tercapainya mekanisme penyelenggaraan pemenntahan yang efisien dan efektif. Desentralisasi
memberikan kesempatan kepada pimpinan Pemda untuk berpartisipasi dalam menyusun anggaran,
sehingga memberikan rasa tanggung jawab dan mendorong kreativitas pimpinan Pemda. Individu
yang terlibat dan diberi tanggung jawab dalam penyusunan anggaran akan bekerja lebih keras untuk
mencapal tujuan, sehingga kinerja organisast akan semakin tinggl (Lee dan Johnson 1998).

Pangelolaan keuangan daeran yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya
akuntabilitas kinerja (performance accouniability). Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan
kewajiban suatu penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun
kegagalan pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam mencapal tujuan dan sasaran periodik yang
diukur dengan seperangkat indikator kinerja (Jabra 1989). Dalam pengelolaan keuangan daerah yang
berorientas! pada kinerja, terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan
jumiah dana yang dialokasikan. Keterkaitan tarsebut dapat memudahkan perencanaan yang bersifat
menysiuruh, baik dari segi pencapaian sasaran, perumusan dan implementasi program, kegiatan,
maupun proses penetapan dan pengendalian anggaran serta analisls kinerja. Hal ini akan lebin
memudahkan evaluasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh fungsi pemeriksaan intern. Evaluasi
semacam itu, sesual dangan Multiple Loop Learning-Organization Theory dikenal dengan MLL Theary
oleh Argyns [1978),

Menurut Generally Accepted Government Auditing Standards (GAGAS) dalam (Freeman 2003)
bahwa pemeriksaan atas anggaran dan operasi pemerintah dimaksudkan untuk mengu|l apakah
pengelolaan keuangan pemerintah telan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan kebijakan-kebijakan
yang telah ditetapkan, Pemeriksaan intern dimaksudkan untuk membantu manajemen melaksanakan
tanggung jawabnya dalam mencapai kinerja secara efektif (Mardiasmo 2002). Untuk itu, fungsi
pemeriksaan intern melakukan analisis, penilaian, mengajukan saran-saran, dan mengembangxan
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pengawasan yang efektit dengan biaya yang wajar. Fungsi pemeriksaan intern menguji sejauh mana
Kesesualan pelaksanaan dengan kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan,
sehingga akan terwujud: keandalan informasi; perlindungan terhadap harta; penggunaan sumberdaya
secara ekonomi dan efisien; dan tercapainya tujuan organisasi.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini, yaitu: Miller (1988),
dalam penelitiannya yang menguji keefektifan ukuran kinerja mengindikasikan bahwa Pemda yang
mengikuti tipe strategi prospector akan bergerak dari tipe informasi yang berdasarkan efisiensi keuangan
untuk proses pengendalian dan pengukuran kinerja nan financial, kualitatif, dan lebih luas untuk proses
perencanaan,

Henry (1999) melakukan survel tentang audifing dan akuntansi pemerintanan di Thailand,
hasilnya menunjukkan bahwa sebelum dan menjelang krisis ekonomi pada tahun 1997, informasi
keuangan yang dihasilkan akuntansi pemerintahan dan auditing di Thailand kualitasnya rendah,
Pemerintah Thailand dihadapkan pada kebutuhan akan Informasi keuangan yang berkualitas sebagal
dasar dalam perencanaan untuk economic recovery.

Kloot (1999) hasll penelitiannya, menunjukkan bahwa kenalkan penggunaan pengukuran kinerja
di Victorian local government telah terjadi secara luas sebagai akibat adanya kenaikan tuntutan
akuntabilitas dan kompetisi pemerintah, Dl samping itu, dalam penelitian Kloot juga disimpulkan bahwa
pengukuran kinerja digunakan sebagal pengendalian manajerial. Hal ini mendukung penelitian Atkinson
et al. (1997). Lebih fanjut Kloot, menyimpulkan bahwa sistem pengukuran kinerja digunakan oleh
pemenintah lokal untuk memotivast individu-individu dan untuk mencapal level kinerja vang lebih tinggi.

Penelitian Munuy Mur Afiah (2004), salah satu kesimpulannya menunnjukkan bahwa
kompetensi anggota OPRD, kempetensi aparatur pemerintah daerah, pelaksanaan sistem informasi
akuntans|, penganggaran dan kualitas informas| keuangan secara parsial dan simuitan berpengarun
terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Bambang Pamungkas (2003) salanh satu kesimpulan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa
kualitas perundang-undangan, impiementasi pengawasan dan kualitas pengelolaan keuangan

pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial
maupun simultan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dititikberatkan pada implementasi kebijakan pengelolaan keuangan Pemda Kota di
Jawa Tengah sebelum terbitnya Permendagri 2006. Metode yang digunakan adalah identifikasi item-
item implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan selanjutnya menghitung indeks kinerja
pengelolaan keuangan Pemda. Unit analisis adalah Pemda Kota di Jawa Tengah dengan jumlah unit
analisis & Pemda Kota. Dalam penelitian ini, tidak dilakukan pengambilan sampel, mengingat unit
analisis yang tidak banyak, Oleh karena itu dilakukan sensus, Responden adalah pegawai yang
melaksanakan fungsl; perencanaan, penganggaran, keuangan, verifikasi, akuntansi, perbendaharaan,
dan fungsi pengawasan sarta pemeriksaan Intarn,

Penghitungan Indeks implementas| pengelolaan keuangan daerah mencakup indeks individual
(P} komponen pengelolaan keuangan daerah dan indeks total (TP() yang merupakan ideks pengalolaan
keuangan daerah secara keseluruhan. Tahapan penghitungan indeks, terlebih dahulu menghitung indeks
secara individual untuk masing-masing lingkup pengelolaan keuangan daerah. Terdapat fima jenis
indeks kinerja pengelolaan keuangan Pemda, yaitu indeks yang berkaitan dengan implementasi; (1)
perencanaan; (2) penatausahaan; {3) akuntansi, (4) pertanggungjawaban; dan (8) evaluasl.
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Perhitungannya dilakukan melalui rasio antara skor yang diberikan kepada Pemda dengan pengeloaan
keuangan Pemda (F3) dengan skor maksimum yang dapat diperoleh oleh Pemda {M). Indeks tersebut
ditentukan dengan cara yang diadopsi dari penelitian Cooke (1989), Hossain (1994). Perhitungan
indeks pada penelitian ini menggunakan pendekatan weighted approach, yaity dengan memberikan
bobot tertimbang pada masing-masing itsm (Chaw dan Wong-Boren 1987), Beberapa langkah untuk
menentukan indeks implementasi tiap Pemda adalah sebagal berikut
1. Melakukan penifaian (scoring) terhadap item-item pada setiap komponen pengelolaan
keuangan Femda Kota (FS) yang diimplementasi,
2. Melakukan penilaian (scoring) terhadap nilai maksimum yang dapat diperoleh Pemda Kota
(M,
Menghitung indeks kinerja pengelolaan keuangan Pemda (Pl) secara individual untuk
sefiap kemponen pengelolaan keuangan dasrah.
4. Menghitung indeks Kinerja pengelolaan keuangan Pemda total (TPI) yang merupakan
gaoungan dari Indeks setiap kompaonen (PI)
2. ltem-item yang telah dildentifikasi dan dibuatkan indeks kinerja kemudian dianalisis
dengan metode deskriptif interpretatif,
6. Berdasarkan hasil perhitungan indeks, digunakan untuk menjelaskan kineria implementasi
pengeloiaan keuangan daerah pada Pemda Kota di Jawa Tengah,

Cal

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Populasi dan Sampel Penelitian

Unit analisis atau populasi dalam penglitian ini adalah seluruh pemerintah daerah Kota di
Jawa Tengah. Terdapat 6 (enam) pemerintan daerah Kota. Penelitian ini dilakukan dengan tidax
mengamtil sampel, yaitu dengan cara sensus artinya seluruh anggota populasi dipilih menjadi sampel,
Oengan demikian jumlah unit analisisnya adalah 6 pemerintah daerah Kota di Jawa Tengah.

|dentiltkasi Item-ltem Implementasi

Tahap penelitian selanjutnya setelah unit analisis ditetapkan adalah mengidentifikasi item-
item yang termasuk dalam implementasi semua komponen kebijakan pengeiolaan keuangan untuk
masing-masing Pemda Kota. Kemponen kebijakan pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan,
penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban, dan evaluasi, ltem-ltem Ini, selanjutnya digunakan
sebagal dasar untuk membuat checklist implementas| kebijakan pengelolaan keuangan Pemda di
Jawa Tengah.

Checklist yang digunakan mencakup, 7 (tujuh) item pernyataan untuk memperoleh data
tentang gambaran umum pengelolaan kevangan daerah Penda Kota, 22 (dua puluh dua) item pernyataan
untux menqumpulkan data tentang perencanaan, 11(sebelas) item pernyataan untuk mengumpulkan
data tentang pelaksanaan anggaran, 17 (tujuh belas) item pernyataan untuk mengumpulkan data tentang
penatausahaan, 13{tiga belas) item pernyataan untuk mengumpulkan data tentang sistemn akuntansi:
t4{empat belas) item pernyataan untuk mengumpulkan data tentang pertanggungjawaban, 4(empat)
pernyataan untuk mengumpulkan data tentang pengawasan pengelolaan keuangan daerah, dan masing-
masing salu pernyataan untuk mengumpuikan data tentang mekanisme pengalolaan kerugian daerah
dan pengelolaan kauangan badan layanan umum.
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Indeks Implementasi sebelum Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Sebelum terbitnya Permendagri 13 Tahun 2006, kebijakan pengelolaan keuangan daerah
Pemda di seluruh Indonesia berpedoman pada Keputusan Menter Dalam Negeri {Permendagni) Nomar
23 Tahun 2002. Kompaonen pengelolaan keuangan daarah terdin dari perencanaan, penatausahaan,
akuntansi, pertanggungjawaban, dan evaluasi. Implementasi atas kelima komponen pengelolaan
keuangan daerah tersebut merupakan implementasi yang bersifat walit (mandatory ) sehingga bobot
tertimbang untuk implementasi setiap item diberi skor 1 {100%) dan skor 0 jika tidak
mengimplementasikan.

Indeks implementasl pengelolaan keuangan daerah dihitung dengan langkah-langkan;
pertama, menentukan nilai terhadap item-item pada setiap pengelolaan Keuangan dasrah (F5); kedua,
menghitung Indeks imlpementasi kebijakan pengelolaan keuangan Penda Kota secara individu untuk
setiap kompoponen pengelolaan keuangan (Pl), ketiga, menghitung indeks total implementasi
pengelolaan keuangan daerah {TPI). Penghitungan dilakukan untuk periode sebelum terbitnya peraturan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 , yaitu tahun 2003-2005,

Tabel-1 menyajikan hasil perhitungan rata-rata indeks implementasi kebijakan pengelolaan
keuangan daerah secara individual (PI) dan rata-rata indeks Implementasi total (TPI) untuk semua
Pemda Kota di Jawa Tengah periode sebelum terbitnya peraturan Permendagri Nomor 13 Tahun 2005

Tabel 1
Rala-rata Indeks Implementiasi Kebijakan Pengelolaan
Keuangan Daerah Individual (Pl) dan Indeks Implementasi Total (TPI) Pemda Kota
Periode Sebelum Terbitnya Peraturan Permandagri Nomor 13 Tahun 2006

Rata-rata O
Pangawaszan
Relompok | Perencanasn | Penganggaran | Palaksanaan Fetanggung)whan & Evaluasi Ratz-rata TP
Pamda =
| Kota 0.5587764 0,77380952 {65625 (455128205 0237634409 | 26825499
i

Sumber : Data primer yang tiolah

Berdasarkan Tabel 1, rata-rata indeks implementasi pengelolaan keuangan daerah individual (PI) Pemda
Kota di Jawa Tengah tertinggi pada komponen penganggaran dengan indeks sebesar 0,7738. Hal ini
menunjukkan bahwa rata-rata Pemda Kota di Jawa Tengah telah melakukan proses penganggaran
dengan cukup baik. Terendah pada komponen pengawasan dan evaluasi dengan indeks sebesar 0,2376.
Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan evaluasi rata-rata Pemda Kota di Jawa Tengah
belum berjalan dengan baik. Dilihat dari indeks total (TPI) sebesar 2,5828, menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah rata-rata Pemda Kota di Jawa Tengah masih
refatif buruk,

Tabel 2 menyajikan hasil perhitungan indeks implementasi kebljakan pENgelclaan keuangan
daerah secara individual (PI) dan indeks implementasi total (TPI) untuk semua Pemda Kota di Jawa
Tengah periode sebelum terbitnya peraturan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 -

PADA PEMERINTAH KOTA DI JAWA TENGAH
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Tabel 2
Indeks Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan
Daerah Individual {P1) dan Indeks Implementasi Tolal (TPI)
Pemda Kota Di Jawa Tengah

Permda Kota i ,PI ;
Perencanaan Penganggaran Falksanaan Pertangajwbn Pengwasan TR

Salatga 0,505 0,714 0,875 0.423 0209 | 2726

Samarang 0,537 0,857 0,875 0.577 0,254 | 2,089

Surakarta 0,624 0,786 0,750 0,423 0,297 | 2,850

Magelang 0,549 0.785 0,438 0,462 0,224 | 2457
Tegal 0,524 0,714 0,500 0,346 0227 | 2312

Pakalongan 0,610 0,786 | 0,500 0,500 0218 | 2612

Sumber : Data primer yang diolah

Indeks Implementasi Individual (Pl) Komponen Perencanaan

Berdasarkan hasil perhitungan P! kemponen perencanaan sebelum terbitnya peraturan
Permendagr Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel-2, menunjukkan bahwa Pl
yang paling tinggi diperoleh Pemda Kota Surakarta sebesar 0,634 dan secara Derturut-turut diikuti
Pemda Kota Pekalongan sebesar 0,610, Pemda Kota Magelang sebesar 0,549, Pemda Kota Semarang
sebesar 0.537, Pemda Kota Tegal sebesar 0,524, dan yang paling rendah adalah Pemda Kota Salatiga
dengan Pl sebesar 0.505,

Indeks implementasi komponen perencanaan menggambarkan Kinerja proses perencanaan
{jangka pangjang, menengah, dan jangka pendek) yang dicapai oleh Pemda. Besarnya nitai indeks
impelementasi antara 0 sampal dengan 1. Pemda Kota di Jawa Tengah yang memperoleh angka
indeks mendekati angka satu menunjukkan bahwa Pemda tersebut mempunyal kebijakan perencanaan
dasrah yang baik dan telah mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan sbalk. Sebaliknya, Pemda
Kota di Jawa Tengah yang memperoleh angka indeks perencanaan mendekati angka 0 menunjukkan
hahwa proses penetapan kebljakan perencanaan daerah dan implementasinya buruk.

Indeks Implementasi Individual (Pl) Komponen Penganggaran

Tabel-2, menunjukkan bahwa P! komponen penganggaran yang diperoleh Pemda Kota di
Jawa Tengah paling tinggi diperoleh Pemda Kota Semarang dengan Pl sebesar 0,857 dan secra
berturut-turut diikoti Pemda Kota Pekalongan, Kota Surakarta, dan Kota Magelang dengan Pl yang
sama besar, yaitu 0,786. Sedangkan untuk Kota Salatiga dan Kota tegal mempunyai indeks Pl yang
sama besar, yaitu 0,714 yang merupakan Pl komponen penganggaran yang paling rendah.

Indeks implementasi komponen penganggaran menggambarkan kinerja proses penganggaran
daerah. Besarnya nilai Indeks impelementasi antara 0 sampai dengan 1. Pemda Kota di Jawa Tengah
yang memperoleh angka indeks mendekati angka satu menunjukkan bahwa Pemda Kota tersebut
melakukan proses penganggaran daerah dengan semakin balk, Sebaliknya, Pemda Kota yang
memperoleh angka indeks mendekati angka 0 menunjukkan bahwa proses penganggaran daerah
yang dilakukan Pemda tersebut semakin jelek. Pemda Kota yang memperoleh Pl penganggaran yang
paling besar mengindikasikan bahwa prosés penganggaran yang dilakukan sudah berjalan dengan
baik, semua kebijakan, Instrumen dan faktor yang menjadi acuan dan pertimbangan dalam proses
penganggaran sudah cukup memadal, dan orang yang bertanggungjawab dalam proses penyusunan
anggaran telah memainkan perannya dengan baik.

JURNAL MAKSI
Vol 3 Mo, ! Januar 2008 : 96 - 108




Indeks Implementasi Individual (Pl) Komponen Pelaksanaan Anggaran

Indeks implementasi komponen pelaksanaan anggaran menunjukkan kinerja pelaksanaan
anggaran daerah yang dicapai oleh Pemda Kota di Jawa tengah. Tabel-2 menunjukkan bahwa PI
pelaksanaan anggaran daerah yang paling tinggl diperoleh Pernda Kota Semarang dan Salatiga dengan
Pl yang sama besar, yaitu 0,875. Berikutnya adalah Kota Surakarta dengan nilal Pl sebesar 0,750,
Pemda Kota Tegal dan Kota Pekalongan memperoleh Pl yang sama, yaitu 0,500, Sedangkan Indeks P|
komponen pelaksanaan anggaran yang paling rendah adalah Kota Magelang dengan nilal 0,438,

Pemda Kota yang mempercleh Pl pelaksanaan anggaran yang paling besar mengindikasikan
bahwa pelaksanaan anggaran pada Pemda tersebut sudah dilakukan dengan baik, semua tahapan
pelaksanaan yang mencakup persiapan, penatausahaan, dan akuntansi berjalan cukup baik serta
pegawal yang bertanggungjawab dalam proses pelaksanaan anggaran telah memainkan perannya
dengan baik.

Indeks Implementasi Individual (PI) Komponen Pertanggungjawaban

Indeks implementasi komponen pertanggungjawaban menunjukkan kinarja
pertanggungjawaban yang dicapai Pemda Kota di Jawa Tengah. Tabel-2, menunjukkan bahwa Pl
pertanggungjawaban yang paling tinggi diperoleh Pemda Kota Semarang, yaitu 0,577, Berikutnya
adalah Kota Pekalongan dengan nilai Dl sebesar 0,500, Kota Magelang dengan Pl pertanggungjawaban
0,462, Pemda Kota Salatiga dan surakarta memperoleh Pl yang sama, yaitu 0,423, Sedangkan indeks
Pl komponen pertanggungjawaban yang paling rendah adalah Kota Tegal dengan nilai 0,346. Sebagian
besar Pemda Kota di Jawa tengah memperoleh Pl pertanggungjawaban di bawah rata-rata, hanya
Pemda Kota Semarang yang memperoleh indeks P| Pertanggunglawaban di atas rata-rata. Indeks Pl
di atas rata-rata mengindikasikan bahwa pertanggungjawaban dilakukan Pemda Kota Semarang cukup
balk. Sebaliknya Pemda yang mempereleh indeks PI di bawah rata-rata menggambarkan bahwa Pemda
tersebut belum melakukan pertanggungjawaban berupa laporan semesteran dan laporan tahunan
dengan baik.

Indeks Implementasi Individual (Pl) Komponen Pengawasan dan Evaluasi

Indeks implementasi komponen pengawasan dan evaluas| kelompok Pemda Kota
menunjukkan kinerja pengawasan yang dicapai Penda Kota di Jawa Tengah, Hasil perhitungan indeks
imeplementasi sebagaimana dapat dilihat pada Tabel-2. menunjukkan bahwa semua Pemda Kota di
Jawa Tengah memperoleh indeks Pl komponen pengawasan dan evaluasi tergolong rendah, yaitu di
bawah 3. Hal tersebut mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan dan evaluasi pada Pemda Kota di
Jawa Tengah tidak berjaian dengan baik.

Tabel 2, menunjukkan bahwa Pl pengawasan dan evaluasi paling tinggi diperalen Pemda
Kota Surakarta dengan Pl sebesar 0,297. Berikutnya adalah Kota Semarang dengan nilal Pl sebesar
0,254, Kota Tegal sebesar 0,227, Pemda Kota Magelang sebasar 0,224, Kota Fakalongan sebesar
0,216 dan Kota Salatiga dengan Pl yang paling rendah yaitu sebesar 0,208, Hampir semua
Pemda Kabupaten di Jawa Tengah memperoleh angka indeks Pl komponen pengawasan dan evaluasi
di bawah rata-rata. Hal tersebut menggambarkan bahwa kinerfa pengawasan dan evaluasi Pemda
Kabupaten di Jawa Tengah rata-rata jelek.
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Indeks Implementasi Total Pengelolaan keuangan daerah (TPI)

indeks implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara total (TPI)
menggambarkan pencapaian kinerja implementasi semua komponen kebijakan pengelofaan keuangan
daerah pada Pemda Kota di Jawa Tengah. Tabel-2, menunjukkan bahwa Indeks Implementasi kebijakan
pengelolalaan keuangan daerah secara total (TOI) paling tinggi diperoleh Pemda Kota Semarang dengan
indeks TP| sebesar 0,3099, Hal ini menggambarkan bahwa semua komponen kebijakan dan
implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemda Kota Semarang lebin baik dibandingkan
dengan Penda Kota yang lain, Selanjutnya secara berurutan diikuti oleh Pemda Kota Surakarta dengan
TP 2,890, Pemda Kota Salatiga dengan TPI 2,726, Pemda Kota Pekalongan dengan TPl sebesar
2,612, Pemda Kota Magelang dengan TDI sebesar 2,457, dan terakhir adalah Pemda Kota Tega!
dengan TP sebesar 2,312 yang merupakan angka indeks implementast kebijakan pengelolaan keuangan
daerah TPl yang paling rendah.

Pencapaian indeks implementasi kebijakan pengelolaan keuangan dasrah olsh Pemda Kota
di Jawa Tengah, secara umum masih tergolong kurang baik karena pada perioda pengamatan (2003-
2005) terdapat hal-hal berikut pada Pemda di Jawa Tengah; (1) Belum semua Penda Kota di Jawa
tengah mempunyai Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang memadai yang terkait dengan
pengelolaan keuangan daerah; (2) Kompetensi dan pemahaman Pegawal Pemda Kota di Jawa tengah
tarhadap sistem pengelolaan keuangan daerah yang baru realatif masih kurang; (3) Sistem yang ada
pada beberapa Pemda Kota di Jawa Tengah belum mendukung; (4) Masin adanya tumpang tindih
tugas pokok dan fungsi, artinya tugas dan fungsi yang sama dilakukan oleh beberapa satuan kerja,

dan (5) Masih adanya aparat di Pemda Kota di Jawa Tengah yang masin terbiasa dengan sistem
lama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahsan di muka, dapat ditarik simpulan sebagai berikut
Implementasi kebijakan pengeloiaan keuangan daerah merupakan suatu keharusan bagi daerah dalam
rangka upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Hasil perhitungan indeks implementasi sebelum
keluarnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 balk secara individual (Pl) untuk seluruh komponen
pengelolaan keuangan maupun indeks secara total (TPI), untuk semua Pemda Kota di Jawa Tengah
secara umum masih tergolong kurang. Rendahnya Indeks PI dan TPI mengindikasikan pencapaian
kinerja pengeloiaan keuangan daerah pada Pemda Kota di Jawa Tengan tergoiong rendah. Terdapat
beberapa kondisi pada periode pengamatan yang menyebabkan pencapaian indeks implementasi
kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada Pemda Kota di Jawa Tengah rendah, yaitu; sistem yang
belum kondusif, peraturan yang kurang memadal, dan perilaku serta kompetensi pegawal Pemda
Kota yang masih rendah,

Temuan ini dapat ditindakiajuti dengan penelitian yang akan datang. Disarankan agar penelitian
sejenis dilakukan di masa dengan menggunakan pericde pasca terbitnya Permendagri No.13 Tahun
2006, Di samping itu, penelitian yang akan datang perlu menambah unit analisis yaitu Pemda Kabupaten
dan Provinsi. Akhirnya, penelitian yang akan datang dapat difokuskan pada upaya untuk meelakukan
perbandingan implementasi pengelolaan keuangan daerah dengan provinsi lain,
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